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PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.Sry
ES A0, &
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Belidak, 02 Maret 1987,
agama lIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di : Jalan
H. Djelai Rt 02 Rw 01 Desa Sungai Belidak. Kecamatan
Sungai Kakap. Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 05 November 1979,
agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dusun Rasau Karya Rt 020
Rw 006 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Kubu
Raya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Desember
2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor
59/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang di cacat oleh Pengawai Pencacat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/30/V/2015, tanggal 18 Mei
2015.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Dusun Rasau Karya Rt 020 Rw 006 Desa
Rasau Jaya Umum, Kecamatan Kubu Raya selama kurang lebih satu tahun,
kemudian karena Penggugat mau melahirkan, akhirnya Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat,

3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah di karuniai satu
(1) orang anak Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 29 Maret 2016,

4. Bahwa, sejak bulan April 2016 rumah tangga Pengugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/beda pendapat

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena :

- Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat mulai sejak awal April
2016 sampai sekarang;

- Tergugat telah diketahui sudah menikah lagi secara diam-diam
dengan perempuan lain, tempat tanggal lahir: Pontianak, 08/02/1971 pada
tanggal 10/03/2018. Penggugat baru tahu Tergugat menikah lagi,
pertengahan Mei 2018.

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 20 Juni 2018 Tergugat
datang kerumah orang tua Penggugat, untuk membicarakan hubungan
Penggugat dan Tergugat dan dalam pembicaraan tersebut ada upaya damai
dari pihak keluarga Penggugat dan pihak kelaurga Tergugat, nhamun upaya
damai tersebut tidak berhasil, karena masing-masing sudah sepakat untuk
berpisah

7. Bahwa, atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk melanjukan kehidupan rumah tangga dengan

Tergugat dan memilih untuk bercerai.
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8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sungai Raya. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugatagar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112094203870011, tanggal 11
Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Alat
bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai
dengan aslinya (bukti P-1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kutipan akta nikah nomor
320/30/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut
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telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya
(bukti P-2);
Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:
Saksi I:
Saksi I, lahir 10 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta Tangga,
tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto RT.04 RW.09 Desa Arang Limbung
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;

----Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat;
-- -Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun
sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan pada Mei 2018
Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
----- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni
2018 yang lalu;
---------- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Saksi ll:
Saksi I, lahir 12 April 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta Tangga,
tempat kediaman di Jalan H. Djelai Rt 02 Rw 01 Desa Sungai Belidak.
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;

----Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat;
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-- -Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun
sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan pada Mei 2018
Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
----- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni
2018 yang lalu;

---------- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugatmenyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugatadalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugatuntuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat
telah mengajukan bukti surat P.1 dan P-2 serta 2 orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Penggugat
mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah fakta yang dilihat sendiridan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 serta 2 orang Saksi
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah dan pada Mei

2018 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Juni 2018 yang lalu;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan
melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan
perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk
dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang
sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan
akan tetapi justeru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih
besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan
sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-
masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak
telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan
tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran
sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah
(Broken Mariage) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat
mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah
wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 19712 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan
sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21

artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya
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diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan
ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19712 jo. pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak
melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat
telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 129
ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat
dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka
petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak
satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan
ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh
karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan.
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MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi
S.Ag., M.H.Il. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.l. dan Nurhasan S.HI.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh R. llyas, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Mardha Tillah S.H.I. Mawardi S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota,

Nurhasan S.HI.
Panitera Pengganti,

R. llyas, S.Ag.

Perincian biaya :
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Pendaftaran Rp. 30.000,00
Proses Rp. 50.000,00

Panggilan Rp. 600.000,00
Redaksi Rp. 5.000,00
Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

agrwpE
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